
Lingkungan Propinsi Jawa Teugah;

dalarnKabupatenDaerah-DaerahPembentukan

.
1. Pasal 18 ayat (61 Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nornor 13 Tahun 1950 tentang

Mengingat

a. bahwa untuk roendukung kelancaran tugas pada Dinas
Komunikasi dan lnforrnatika Kabupaten Grobogan, perlu
rnengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati
Grobogan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan. Organisaai, Tugas Pokok, .Fungst, Uraian Tugas
Jabatan dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan lnformatika

Kabupaten Grobogan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nemer 62

'rabun 2016 tentang Kedudukan, $tisunan Orgeoieaai,
Tugas Pokok, Fun!?",i,Uraiun Tugas -Jabatan dan Tara Kerja
Dinas Komunikasi dan Inforrnatika Kabupaten Grobogan;

Menimbang

BUPATI GROBOGAN,
•

DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA

..KABUPATEN GROBOGAN

PffiRUBAHAN ATAS PERATURAN BUPAT[ GROBOGAN NOMOR 62 'fAHUN 20 l6

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK,

FUNGSI, URMAN TOGAS JABAT AN DAN TATA KERJA

DINAS KOMUNIKASJ DAN INFORMATIKA
•

TENTANG

PERATlJRAN SUPATl GROBOGAN

NOMOR 32 TAHUN 2018

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

,



Menctapkan
MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPA1'I TEN1'ANG PERUBAHAN ATAS

PERA1'URAN BUPt\1') GROBOGAN NOMOR 62 TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN. SUSUNAN ORGANISASI. TUGAS

POKOK, FUNGS), URAlAN TUOAS JABATAN DAN TATA KERJA

DINAS KOMUNlKASI DAN INFORMATlKA KABUPATEN

GROBOGAN.

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tcritang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lernbaran Negara

Republik Indonesia Nemer 5887);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun

2016 tentang Pembentukaa dan Susuoan Perangkat Oaerah

(LembaranDaerah Kabupates,Grobogan Tabun 2016 Nomer

15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan

Nomor 15);

•

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 'lOll tentang

?embentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembarnn

Negara' Republik Indonesia l'ahun 2011 Nomor B2,

Tambaban Lembaran NegaTa Rcpublik Indonesia Nomor

5234);

4. Uudeng-Undeng Nomor 5 Tahun 2014 lentang Aparatur

SipiJ Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, 1'ambahan Lembaran Negara Republik
In-:l.(,)ne~\aNomo'( '56tS"',',

':::>. \.)'t\.~~\.)n~'a.:t>.1b "'<:>m<:>~'1.~ ~'a't\~n '1.~\.CI, 'U>X\\~~

'\'e.mtnn~'t\. \)a;:.~ ~m~-o:t'an ~<!:.'b'a."~ R"-,,u'o\~

\ndonesia tah~n 20\4 Nomo~ '2.44,tan\uahan \...embaran

Np.gaI'aRepub\i.~ lndone:;ia !'lomor 5587\ sebagaimana te\!!.h

diubah beberapa kall terakhir dengan Undang-Undang

Nomot 9 Tahun '2Q15 tent~& Peruoanan Kedua Atru.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun '2014 ten tang

Pemerintahan Daerah [Lernbaran Negara Republic



.
PasaI 12

(1) Bidang Sistem lnfonnasi Layanan E-Govemm.ent dan

Statistik dipimpin oleh Kep:U8Bidang yang berlcedudukan
di bawah dan bertanggung jnwab kepada Kepala Dinas.

(2) Kepala Bidang Sistcm lnformasl Layanan .&Government

do.n Statistik sebagaimana dimaksud pada a_vat (I),

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian rugas
KepaIa Dinas dalam perumusan kebijakan tekrus,
pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan,
pengendatian. pengelolaan dan faeilitasi, evaluasi dan
pelaporari kegiatan eli bidang Layanan pengembangan dan

Pengelolaan Aplikaei Gc::nerlk,Spesifik, dan Suplemen yang
tcrintegrasi, Layanan Nama domain dan sub domain bagi
lemoaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan
Government Que/ In/ormation Officer (GeIO),

pengembangan surnber daya Tehnik Informasi dan
Komunikasi (TlK) pemerintah daerah dan masyarakat,

penyelenggaraan ekoaistem Tehnik Informasi dan

Korrmnikasi (TIK) Smo.r£ CiiY serta pengelolaan statisrik

sektcral.

(3) Kepala 8idar.g Sisterr; Informasi Layanan E-Govemmp.lll

dan Statistik dalam melaksanakan rugas pokok
sebagaimana dimaksud pada ayat (2). melaksauakan
fungsi :
a. penyiapan' bahan perumusan kebijakan teknis di

bidang eistem informasi layanan E-Govemment dan
etaristlk;

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang
sistem informasi layanan £..Government dan scatistik;

Pasal I
Beberapa ketcntuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 62
TabUI') 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata KeTjADinas
Kornunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan [Berita Dacrah

Kabupateo Grobogan Tahun '2016 Nomor 62) diubah sebagai
berikut:
1. Ketentuan Clyat (4) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut :

•



•

lnformasi IAyanan E-

programserta mengkoordinasikan
kegiatan di bidang Sistem
Government dan Statistik:

d. pengelolaan dan Iasilirasi kegiatan eli bidang sisteui

informasi layanan E-Gov!!rnmenl dan statlsttk;

e. pelaksanaan cvaluasi dan pelaporan kegiatan eli bidang
sistem informasi layanan £-Government dan statistik;

dan

r. pelaksanaan fungsi l~ yang diberikan oleh Kepala

Dinas seuai dengan tugas rlFtnfungsinya.
(4) Kepala Bidang Sisrem Ioformnsi Layanan E-Govemmenr

dan Statistik dalam melaksanakan rugas dan fungsi
eebagaimaria dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

mempunyal uraian tugas jabatan ;
a. menyusun rencana dan program kegiatan bidang

sistem informasi layan~ E-Governmenl dan statistik

berdasarkan peraturan perundang-undongan dan hasil
evaluasi kegiatan tahun sebelurnnya sebagai pedoman
pelaksanaan rugas;

b. rnenjabarkan perintah pimpinan meJalui pengkajian
permasalahan sesuai peraruran perundang-undangan

agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
c. membagi tugas bawahan sesuai dl!ngan jabatan dnn

kompetensinya serta memberikan arahan baik secara

lisan maupuo tertulis guna kelancaran pelaksanaan

tugas;

d. uienyiapkan dan mel.aksanakan koordinasi dan
konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal
maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi

peJaksanaan tugas:
e. rnenelaah dan rnengkaji peraturan perundang

undangan sesuai lingkup tugasnya sebagal baban atau
pcdoman untuk melaksanakan kegiatan;

r. menyusun pedoman dan petunjuk teknis, supervisi,

staristik;I

c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di
bidang sistem informasi layanan E-Govemment den

•



n. merencanakan dan memfasilitasi penyelenggaraan
ekosistem Tchnik lnformasi dan Komunikasi (TIKI
Smart City;

o. mengkoordlllasikan dan memIasilitasi pengelolaan
statistik sektoral;

p. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

program kegiatan di bidang Sistem Informasi Layanan
E-GovenunWlt dan Statistik;

q. menyiapkan babau dan mengembangkan pengolahan

data dengan aplikasi komputer untuk memenuhi
keburuhan.

r. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Stancill,

Operasional Prosedur (SOP)di bidang aistern informeai

layanan E-GolJP.rrurtent dan statistik;

s. melaksanakan monitoring, mengevatuasi, dan menilai
kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala

sesua; dengan peraturan perundang-undangan;

t. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan

sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan
berikutnya;

•Government clan Smart City;

m. merencanakan dan Iasilrtasi peningkatan kapasitas
masyarakat da1am irnplementasi e-GolJemment dan
Smart City;

g, merencanakan dan {allilitasi lltn&embangan ap\lkasi
pemerintahan dim pelayanan publik generik, spesifik
\ian suplemen yang terintegrasi;

h. merencanakan dan melaksanakan pernelinaraan
aplikasi kepernerintahan d:ln pelayanan publik;

i. mengkoordino.sikan pendaftaran nama domain dan sub

domain bagi lembaga, peJayanan publik dan kegiatan
pernertntahan,

j. rnerencanakan dan memfasilitasi penvelenggaraan
Government Chief Information Officer (GeIO);

k. merencanakan peningkatan kapasitas apararur dan

sertifikasi relents bidang Tehriik Inforrnasi dan
Komunikasi (TU<);

L merencanakan dan memfasilitasi implementasi e-



pelaksanaan, pengoordinesian, pemblnaan, pengawasan,
pengcndalian, pengelotaan, iasilitasi, evaluasi dan
pelaporan kegiatan di bidang penyelenggaraan statistik
sektoral eli LiogkupDaerah.

(3) Kepala Seksi Statrstik dan Pengolahan Data dalam

melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), mempunyai uraian tugas jabatan .

a. menyusun rcncana dan program kegiatan Seksi

Statistik dan Pengolanan Data berdasarkan hasil
evaluasi kegiatan rabun sebelumnya dan peraturan
.pcruodang-undangan;

':>. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian

permasalahan d:m peraruran perundang-undangan,

c. mernbasr tugas kcpada bawahan sesuai lingkup

IXgasnya acrta mClnberikan araban dan petunjuk baik
secara lisao maupun tertulis guna meningka:kan
ketancaran pelaksanaan togas;

d. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal

ill bidang statistik sektoraJ baik secara langsung

rekrus,penyiapan baban pen.unusan kebijDkan

(2) Kepala Seksi Statiank dan,.peogolahan Data sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) rnempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang S:stem
lnformasi Layanan E-Govemment dan Statistik dalam

•

•Government dan StatisUk.

Pasal15
(11 Seksi Statistik dan Pengolahan Data dipimpin oleh Kepala

Seksi yang berkedudukan di bawah dan bcrtanggung

jawab kepada Keprua Bidang Sistem Infollllit:;i Layanan E-

2. Ketentuan ayat (3) PasaJ l5 eliubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

u. menyamp~n saran dan pertimbangan kepada atasan

baik li~ maupun tertulis berdasarkan kajian agar

pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta

untuk menghindari penyimpangan; dan

v. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan
perintah atasan,
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kepada Badan Pusat Statistik:
1. memfas.ilitasi Satuan Kerja Perangknt Dacrah yang

melaksanakan survei statiatik sektoral,

m. mendokumenzasikan hasil survei stansuk sektoral;
n , melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

kegiatan survei statistik sektoral;

o. memasukkan dan mengolah data dengan aplikasi
komputer untuk memenuhi kebutuhan:

p. menyiapkan bahan dan menyusun konscp Standar
Operasional Prosedur (SOP) di bidang Statistik dan
pengolahan data;

q. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai
kinerja pelaksanaan rugas bawahan secara berkala
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

survei statistik
Satuan Kerja

melak3anakan IJengolahan hasil

sektoral yang dtlaksanakan oleh
Perangkat Daerah;

k. menyerahkan data basil survei statistik sektoraJ

j.

manpun tidak \angsung untuk mendapatkan
informasi, masukan, serta dalam rangka sinkrcnisasi

I dan harmonisasi pe\aksan~.an kegiatan;
e. mempelajari <ian mengkaii peraruran perundang

undangan dan regulasi :sektoral terkalt lainnya
sebagai banan atau pedoman untuk me\aksanakan
kegiatan ;

r. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di
bidang statistik sektoral;

g. menyiapkan bahan perumusan kebijalcan, pedoman

dan petunjuk teknis bagi Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang melaksanakan survei statistik sektoral;

b. mengkoordinasikan pelaksanaan survei statistik
sektoral oleh Satuan Kerja Perangkai Daerah dengan
Badan Pusat Statistik; •

i. melaksanakan pendataan survei statistik sektoral
yang dilaksanakan oleh Saruan Kerja Perangkar

Daerah;•



.
pcngelclaen infonnasi dan komunikasi publik;

c. pembinaan, peogawasan, dan pengendalian kegiatan eli
bidang pengelolaan informasl dan komunikasl publik;

d pengelolaan dan Casilitasi kegiatan di bidang
pengelolaan informasi dan komunikasi pubtik;

Pasal16
(1) Bidang Pengelolaan Infonnasi dan Komunikasi Publik

diplmpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepad{ Kepala Dinas.

(2) Kepala Bidang Pengelolaan Informasl dan Komunikasi
• Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mcmpunyal

tuaas pokok mt!IAksanakan lrebagian rugas Ke;>alaDinas
dalarn perumuecn kebijakan teknis, pelaksar.aan,
pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian,
pengelolaan dan Iasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan

di bidang pengelolaan infcrmasi untuk mendukung
kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penrediaan
konten lintas sektoraJ, pengelolacm media Iwmunikasi
publik, dan penguato.n kapasitas sumber daya komunikas]
publikdan penyediaan akses Intormasi,

(3) Kepala Bidang PengeJolaan Jnformasi dan Komunikasi

Publik daJam melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (2),melakcanakan fungsi :

a. penyiapan bahan perurnusan kebijakan teknis di
bidang penRelolaaninformasi dan komunikasi put...lik;

b. pengoordinasian dan pelaks8nflall kegiatan eli bidang

3. Ketentuan ayat (4) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi
sebazai berikut :

T. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada

atasan sebagai bahan evaluasi dar. pengambilan
\ kebijakan berikut:nya;

s. menyampaikan saran dan pertimbangan kepe.da

atasan baik lisan maupun tertulis bcrdasarkan kajian
agar pelak&o.naan kegiatan beIjalan Iancar dan
optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan

8. melaksanakan rugas kedinasan lain sesuai dengan
perintah atasan.
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tugHS;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan
koneultasi dengan instansi terkait eli bidang
pengeloJaan informasi dan komunikasi publik balk
vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan
hannonisasi pelaksanaan tugas;

e. menelaab dan mengkaji peraturan perundang

undangan sesuai Jingkup tugasnya sebagai bahan atau
pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di
bidang pengelolaan. informasi dan komunikasi publik

untuk implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik;

g. menyiapkan bahan dan rnenyusun pedoman dan

petunjuk teknis, supervisi, serta mengkoordmasikan

implementasr trndeng- Undang Nomor 14 Tahun '2008
tentang Keterbukaan Inforrnasi Publik..

h. melaksanakan pemantauan tema komunikasi publik
lintas sektoral;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelapcran kegiatan di bidang
pengclolaan Infurmasi dan komunikasi publik; dan

f.' pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas seuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi
Publik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

sebagaimana dimalcsud pada ayat (2) dan ayat (31.

mcmpunyai uraian tugas jabatan :

a. menyusun rencana dan program kegiatan bidang
pengelolaan .infcrmasi dan komunikasi publik
berdasarkan peraturan perundang-undan,gan dan hasil
evaluasi kegiatan tahun sebelurnnya sebagai pedornan
pelaksanaan tugas;

b. menjabarkan perintnh pirnpinan melaJui pengkajian
permasalahan sesuai peraruran "Pemndang-undangan

agar pelaksanaan tugas berjalan efektifdan efisien;
c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan

kompetensinya serta memberikan. araban baik secara

Iisan maupun tertulis guna kelancaran pelllksanaan



Informasi dan Komunikasi Publik.

(2) Kepala Seksi Kernitraan dan Analisis InIormasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyiti tugas

pokok melaksanak:an sebagian rugas Kepala Bidang
Pengelolaan Informasi dan Komunjkasi Publik dalam

Pasal 17

(1) Seksi Kemitraan dan An~isis Informasi dlPimpin oleh
Kepala Seksi yang berkcdudukan di bawah dan

bertsulggung jawau kepada Kepala Bidang Pengelolaan.

4. l<etentul'lll ayat (3) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

komunilro.si pu bIlk:

o. melaksanakan diseminasi informasi kebijakan melalui

media pemenntah daerah dan non pemerintah daerah;
•p. melaksanakan monitoring, mengevalnasi, dan merulal

kineIja pelaksanaan tugaS bawaban SeCaJCl berkala
sesuai ciengan peraturan perundal'l~-undangan;

q. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan
sehagai bah an evaluasi dan pengambilan kebijakan
berik..ttnya;

r. mcnyampaikan saran dan pertireban~an kepada atasan

baik lisan maupun tertulis berdasarkaa kojian agar
pelaksanaan kegiatan berjalan lanear dan optimal serta
untuk menghindari penyimpangaI1, dan

s. melaksanaka.n rugae kectillctsan lam sesuai dengan
perintah atasan.

•

dayasumberpengemuangann. melaksarutkan

L mclaksartakan pengolahan dan analisis data infonnasi
untuk menaukung komunikasi publik lintas sektoral;

•j. melakasanakan perencanaan komunikasi publik dan
citra positif pemerintah daerah;

k, melaksanakan pengemasan wang konten nasionaJ
menjadi kontcn lokal;

L rnelaksanakan pemberdayaan media dan Iernbaga
komunikasi publik:

m. menyediakan akses informasi bagi media dan Jembaga
komunikasj publik,



pelaksanaan. pengoordmasian, pembinaan. pengawasan,
})engendalian, pengelolaan, Iasilitast, evaluosi dan
relaporan keziatan di bidang pengelolaan infurmasi untuk
mendukung k...bijakan Dnsionaj UtUl pemenntah daerah.

serta penyedinan konten lintas sektoral o::elaJui
penyeJenUlUClBn pemantauan tema komunikasi publik
liutas sektoral, pengolahan dan analisis data inIormasi
unruk mendukung komunikasi publik lintas sektoral,
layanan perenc:anaan komunikasi pubJik dan citra pos;tif
pemerintah daerah, serta pengemaslUl ulang kcnten
nasional menjadi konten loka!;

13)Kepala Seksi Kemitraan dan Analis!s lnformas: dalam
me1aksano.kan tUgas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), mempunyai uraian tugas jabatan :

B. menyusun rencana dim program .kegiaran Seksi

Kemitraan dan Analisis Informasi berdaearkan hasil
evaluasi kesiatan tahun sebelumnya dan peraturan
perundang-undangan;

b. menjabarlw.n perunah atasan melaJui pengkajian

permasaJallan dan peramran perundang-undangan;

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup
tugasnya serta memberikan arahan nRll petunjuk bark

secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan
kelancaran pelaksaJlQan LUgas;

d. menyiapkan bahan dan meJaksanakan koordinasi
interne.! maupun ekstemal di bidang kernitraan dan

analisi3 informasi baik secara langsung maupun tidal!
langsung untuk mendapatkan infcrmasl, masukan,
serta dalam rangka sinkronisasi nan harmonisas,
pelaksanaan kegiatan:

e. mempelajari dan menglmji peraturan perundang
"lmdangan dan regulasi sektoral terkait lainnya sebagai

bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
r. menyiapkan bahan perumusan kebiiakan. pedoman

dan petunjuk teknis kegiatan J'f'ngelolaan infonnasi
untuk mendukung kebijakar, nasional dan pemerintah
daerah, serca pcnyediw.n konren untas sektoraj;

teknis,kebijakanperumusanbahanpenyiapan

•



....

5. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 [saru) pasal,
yakni Pasal 28A sehingga berbunyl sebagai berikut:

diskusi maupun demon rrasi , serta mengidF.ntifikasi

masalah dan alternatif penyelesaiannyn;

i. mernantau terna dan isu kvmunikasi publik lintas
sektoral;

j. menyusun perencanaan, menyiapkan bahan dpJl

melaksanakan pen,gelolaan informasi publik scbagai
irnpiementasi Undang-Undang nomor 14 rabun 20Q8
ten rang Keterbukaan lnfvnnasi Publik;

k. meuyusun konten citra positif pemerintah daerah;

l melaksanakan kegiatarr pengemasan ulAng konten
nasional menjadi konten lokal;

m. melaksan::tkan peliputan, peuerbitan dan dokumentasi
kegiatan daerah;

II. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar
Operasional Prosedur (SOP) eli bidang kemitraan dan
analisis informasi;

o. melaksanakan monitcririg, mengevaJuasi, dan menilai

kincrja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala

sesuai dengan peraturan perundang-unciangan;

p. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepaca, atasan

sebagai bahan evaluasl dan pengambuan kebijakan
berikutnya;

q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan
baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar

pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta
untulc mengbindari penyimpangan; dan

r. mclaksanakan rugas kedinasan lain sesuai dengan
permtah atasan.

•

masalahmengidentifJ.l(asi

penyeiesaiannya;

h. memantau dan menganalisa pendapat umum baik yang

di sampaikan melalui forum-forum seminar, lokakarya,

berita media, serta
dan alternatif

~. .mcmantau dan menganalisa



BEnITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHtJN 2018 NOMOR 32

Diundangkan di Purwodadi

•

PasaJ 1I
Peraturan Bupati ini rnulai berl~ pada tanggal diu ndangkan,
Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundarigan

Peraruran Bupati .ni dengan penemplltannya dalam Benta
Daerah Kahupaten Crobogan .

PasaJ28A

Petnindahan tugas pokok dan Jungsi pengolahan dan
pencetakan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Daerah dari
Dinas ke Badan Pendapatan, Pengclolaan Keuangan dan
Asset Daerah Kabupatcn Crobogan diJaksanakan paling lama
tanggaJ 1 Januari 2019.
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